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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan pwi syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan  rahmat dan  hidayah-Nya  sehingga  kami dapat
menyelesaikan Laporan Kinena Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Siatas Barita
Tahun Anggaran 2022. Laporan LKIP mi  disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia  Nomor 29 Tahun 2014  tentang Sistem
Akuntabilitas  Kinega Instansi  Pemerintah  (SAKIP), Peraturan  Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 20l4tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk
menginformasikan pertanggungjawaban kinerjayang telah dilakukan Kecamatan
Siatas Barita selama Tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap
komitmen untuk menciptakan transparansi  yang merupakan pilar terwuyjudnya
Tata Pemerintahan yang baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan
Program dan Kegiatan serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan
kurun waktu Tahun 2020-2024.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli
Utara tidak terlepas dan kerjasama dan kena keras semua

pthak yakni Masyarakat, Swasta dan  Aparat Pemerintah  Daerah
baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan bantuan dalam penyusunan LKIP Kecamatan Siatas
Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.

CAMAT S S BARITA

O SITOMPUL,ST,MM
NIP.196801281992031002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang
dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi pemerintah melaporkan kinejanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas  Kinega  Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan basil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara hams dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yangberlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan
Siatas Barita Tahun Anggaran 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor § Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pepanjian Kinega,
Pelaporan Kinefa dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja
organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara disamping itu laporan
ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja
dan tindakan yang telah dilaksanakan  meliputi  pencapaian  sasaran  yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pimpinan atau kepada
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

pertanggungjawaban Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka rneningkatkan pelaksanaan pernerintahan yang berdaya guna,
berhasil guna, bersth dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistern Akuntabilitas Kinefa Instansi Pernerintah
(SAKIP). Pelaksanaan SAKIP didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pegamjian Kinerja, Pelaporan Kinefja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinega Instansi Pernerintah. Akuntabilitas bermakna bahwa setiap program
atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara hams dapat
dipertanggungjawabkan, dan hasilnya bisa dirasakan rnanfaatnya oleh rnasyarakat.

Terselenggaranya good governance rmerupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewyudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalarm rangka
mencapai tyuan dan cita-cita berbangsa dan bemegara Dalarn rangka itu, diperlukan
pengernbangan dan penerapan sistern pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan
nyata sehingga penyelenggaraan pemnerintahan dan pernbangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi
dan kolusi.

Laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKIP) dibuat dalarn rangka perwyudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pernerintah,
berdasarkan suatu sistern akuntabilitas yang mernadai. LKIP juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwuyudnya good governance.

Dalam  perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
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B.

Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Siatas Barita yakni:

—

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

[N

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

I

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab

dan pengelolaan keuangan negara,

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8§ Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instanst Pemerintah,

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peturjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinega Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan

Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara..

GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara memiliki luas wilayah
92,92 km?

Siatas Barita adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera
Utara, Indonesia. Ibukota kecamatan Siatas Barita berada di desa Simorangkir Julu.
Kecamatan  Siatas Barita merupakan  pemekaran dan  kecamatan
Tarutungtetapkan sebagai Kecamatan persiapan tanggal 9 September
2002, Camat Persiapan adalah Ir. Marco Panggabean dan ditetapkan sebagai
kecamatan Defenitif pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bupati Tapanuli
Utara, Dr. RE Nainggolan, M.M. dengan melantik Camat Defenitif Pertama Ir.
Marco Panggabean.

Di kecamatan Siatas Barita terdapat tempat wisata rohani bemama Salib
Kasih yang terletak di Dolok (Bukit) Siatas Barita Di tempat tersebut dibangun
sebuah salib untuk mengenang I. L. Nommensen yang pemah hampir dibunuh di

sana karena menyebarkan agama Kristen
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Daerah kabupatenlkota membentuk kecamatan dalam rangka
meningkatkan  koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan,

Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desalkelurahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah kabupaten. Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2016  tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kefja Kecamatan

adalah sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Camat:

a  Membantu Bupati dalam penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pemsbangunan dan Pembinaan Kehidupan

kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan;

b. Melaksanakan tugas Pelimpahan Kewenangan di bidang

Pengelolaan perizinan dan Pemungutan Retribusi;

¢. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut

pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

d. Membuat dan menyusun program kerja serta pedoman kerja

penyelenggaraan tugas Camat,

e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Bupati dan

f Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Tugas
Ke%amatan Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan
sesuai 1 Masyarakat
( Peraturan Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
Pemerintah 2 Ketentraman dan Ketertiban umum
gz,ffn 2008 Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan
dan PP 3 Peraturan perundang undangan
Nomor 17 Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan
Tahun 2018) 4 Fasilitas Pelayanan Umum
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan
5 Pemerintahan tingkat Kecamatan
6 Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi
7 ruang lingkup tugasnya
: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
Fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Desa
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BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita merupakan dokumen yang disusun
melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada
vist dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan Rencana Strategis Kecamatan
Siatas Barita ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020
sampai dengan Tahun 2024 . Penetapan  jangka  waktu 5  tahun tersebut
dihubungkan  dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan
/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita  dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Siatas Barita dityjukan untuk mewujudkan visi dan
misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa yang
mendatang sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini karena Kantor
Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara secara logis visinya mendukung
visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Tapanuli Utara sebagai Lumbung
Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta daerah
tujuan wisata. dan untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang dilakukan.
Dan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada
Misi kedelapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dengan

system e goverment.
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1. | Meningkatkan Meningkatkan Nilai AKIP Jumlah Sub Komponenx 100 %
Akuntabilitas Nilai Kecamatan ~ Bobot Komponen 4
Kinerja Akuntabilitas
. I Kineja | i i s
Meningkatkan Indeks IKM = TolAal Nilai Persepsi per‘«'mlrsurx Nilai Penimban
Tata Kelola Kepuasan FOBK RONW Yy 197 % .
Pemerintahan di | Masyarakat (
1 | Kecamatan | IKM) RO S O JOR . S T L
| Persentase Jumlah Lembaga yang Aktif
Kelembagaan Jumlah Lembaga yang ada di Desa hiibi
Desa yang
e Aktif . et g e gl
Persentase e !yﬂgﬁfengadyan ma.syarakqfX{]j{t_{ndaklan;’uti 100 %
Pengaduan Jumlah Pengaduan * o
Masyarakat
yang
ditindaklanjuti
Persentase Jumlah penduduk yg melakukan perekaman eKTP 100 %
Penduduk yang Jumlah Penduduk Wajib KTP E
melakukan
perekaman e
KTP
Persentase Jumlah APBDesa sesuai Siklus
: x 100 %
penetapan Jumlah Desa di Kecamatan
APBDes sesuai
dengan siklus
Pembangunan
Desa
1 | Meningkatkan Meningkatnya | Persentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti 100 %
Tata Kelola tata Kelola temuan BPK/ Jumlah Temuan 3 .
Keuangan keuangan Inspektorat
yang
ditindaklanjuti
Jumlah Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP yang harus
Laporan disampaikan — Jumlah laporan keuangan sesuai SAP
Keuangan yang disampaikan
yang
disampaikan
tepat waktu
Persentase Jumlah Realisasi PBB yang lunas .
Realisasi PBB Target PBB

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara setelah
Perubahan Renstra Kecamatan Siatas Barita

No | SASARAN SASARAN IKU FORMULA PERHITUNGAN
RPIJMD RENSTRA
YANG
DIACU :
ingkatkan | Nilai _ Total Nilai Persepsi per unsur ., oo
Kinerja
Persentase Jumlah Lembaga Desa yang aktif . o
Kelembagaan Jumlah Lembaga Desa yang ada
Desa yang
aktif
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pcrsemase“ [ jumiah Pengaduan maszgrakat, yg ditindaklanjuti
" Jumlah Penguan yang ada

. x 100 %
Pengaduan

masyarakat
yang
ditindaklanjuti

Persentase

Masyamkat Jumlah Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP
yang Jumlah Masyarakat Wajib KTP
melakukan
perekaman e
KTP

x 100 %

Persentase
Temuan BPK/
Inspektorat
yang
ditindaklanjuti

Jumlah fumlah temuan yang ditindaklanjuti
Jumlah Temuan

x 100 %

Nilai AKIP
Kecamatan

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

1. KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut
dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran, dan
kegiatan organisasi dapat dicapai. Berdasarkan pengertian diatas, Kecamatan Siatas Barita
Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan pembangunan lintas sektoral

b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kecamatan

c. Pembinaan aparatur pemerintah kecamatan. Desa, dan lembaga-lembaga
masyarakat

d Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan, pola hidup sehat dan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini

€. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan
dan ketertiban

f Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai
warga negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Membina kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat dan
beragama

h. Menumbuhkembangkan budaya dan adat istiadat masyarakat
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.. Pembinaan kelompok tani, usaha kecil menengah dan lembaga perekonomian

masyarakat.

D. PERJANJIAN KINERJA

Penanjian Kinena sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinefja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karenanerupakan
wahana proses tentang rmernberikan perspektif rnengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna
untuk rnenyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari surnber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinera tersebut diharapkan fokus dalarn mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Peganjian Kinerja
Kecamatan Siatas Barita mengacu pada Renstra Kecarnatan Siatas Barita Tahun
2019- 2024, Dokumen Rencana Kera (Renja) Tahun 2022, dan Dokurnen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecarnatan Siatas Barita telah

menetapkan Peganjian Kinega Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Kece;rrgggnzs?’iatas Barita Tahun 2022
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET
RENSTRA UTAMA 2022
1 Meningkatnya tata Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 85
Kelola pemerintahan | (IKM) terhadap pelayanan
Kecamatan Kecamatan
Persentase Kelembagaan Desa Persen 85
yang aktif
Persentase Pengaduan Persen 100
Masyarakat yang
ditindaklanjuti
Persentase Masyarakat yang Persen 85
melakukan perekaman e KTP
Persentase temuan BPK/ £ISER 100
Meningkatkan Nilai Inspektorat yang ditindaklanjuti
AKIP dari Inspektorat Nilai AKIP Kecamatan Nilai BB
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BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan  akuntabilitas/pemberi  amanah. Pemerintah Kecamatan Siatas Barita
melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kineja Pemerintah
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinena Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala
LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagu
naan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petumjuk Teknis Peganjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinega Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kega tahun 2022, Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinega digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewyudkan visi dan misi organisasi.

Kinega Pemerintah Kecamatan Siatas Barita diukur berdasarkan tingkat
pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai
tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui Rencana Kinerja
yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinega dilakukan analisa
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g

pencapaian Kinefa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabe

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
38 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja  dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala
LAN Nomor 239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinefja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator
kinernja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinejanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan
hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategisdilakukan dengan membuat

capaian rata-rata atas capaian indikator kinegja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian target dalam perjanjian kinerja

sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

a  Perbandingan Target dan Realisasi. Indikator bermakna positif jika
semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Sebaliknya
apabila realisasi tidak mencapai target menunjukkan kinefa yang

kurang baik.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kineja yang semakin
baik, maka digunakan rumus:

Realisai
% Capaian = WI 100 %

semakin tinggi realisasi rnenunjukkan sernakin rendah pencapaian kinerja maka

digunakan rumnus:

nTarget — ( Realisasi — Target)(n — 1)x?
Target

% Capaian = x 100 %
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Inspektorat | SRCN RSN
yang

ditindaklanjuti
| | NiliAKIP | Nilai BB |CC

Kecamatan

1. Nilai IKM Kecamatan
Masyarakat yang melalukan urusan ke Kantor Kecamatan Siatas Barita merasa puas

dengan pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat tersebut menggunakan
Sembilan indikator yaitu Persyaratan, Prosedur, waktu pelayanan, biaya dan tarif jenis
pelayanan, kompetensi pelaksanaan, Perilaku Pelaksana, Maklumat pelayanan dan
Penanganan pengaduan saran dan masukan. Dari Sembilan indikator diatas diperoleh nilai
kepuasan sebesar 95,03 dengan kategori Sangat Baik. Kuisioner yang dibagikan kepada
masyarakat di olah datanya sesuai dengan peraturan. Sampel yang diambil adalah sebanyak
85 kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat yang berurusan ke Kantor Kecamatan Siatas
Barita. ( Data Olahan terlampir).
Dengan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain
* Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara

pelayanan publik;
* Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;
¢ Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu

dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat,
¢ Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan yang

diberikan

2. Persentase Kelembagaan Desa yang aktif

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri
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3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada
pemerintah Kecamatan Siatas Barita atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Penanganan
pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan,
penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindaklanjut, pengarsipan, pemantauan dan
pelaporan. Pengadu adalah seluruh pihak baik warganegara maupun penduduk baik
orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan
kepada Pengelola pengaduan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik
warga negara maupun penduduk, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan dari Pemerintaha Kecamatan

Siatas Barita, batk secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :. .
Tamuw/pengguna layanan menuju ke desk petugas pelayanan informasi;

b. Menyampaikan pengaduan, mengisi buku tamu dan melampirkan identitas;

¢. Menerima informasi dari petugas;

d. Menerima layanan pengaduan.

Produk Pelayanan adalah Permohonan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti. Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintahan
Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara ditindaklanjuti secara
keseluruhan ( 100%)

4. Persentase Masyarakat yang melakuka Perekaman e KTP

Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik adalah
perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik
terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP
Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah
kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten. Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Data kependudukan yang
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S. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK
memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil
pemantauan tindak lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam hasil
pemeriksaan , maka dalam laporan dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan kinerja
Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten tapanuli Utara.

Untuk Tahun Anggaran 2022 dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan bahwa Kantor Kecamatan Siatas Barita tidak memiliki temuan yang
harus ditindaklanjuti dan dari pihak inspektorat telah kami lakukan tindaklanjut
terkait adanya pajak yang belum tersetorkan.

Dengan demikian maka tindak lanjut atas temuan inspektorat Kabupaten Tapanuli

Utara telah dilaksanakan/ telah disetorkan pajaknya.
6. Nilai AKIP Kecamatan

Bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu diganti agar dapat
mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan
teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas
masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana
Pasal 2 adalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
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menilai tingkat implementasi SAK|P:
menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

VAR N v

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri , penyampaian laporan evaluasi dapat dilakukan
melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) dan Pemerintah daerah dapat
menggunakan instrumen evaluasi AKIP internal berbasis elektronik dalam melaksanakan

evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Untuk Nilai AKIP Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022 memperoleh Nilai CC dari
Target BB. Hal ini menandakan bahwa target Kinerja Kecamatan Siatas Barita belum tercapai.

Nilai AKIP Kecamatn Siatas Barita dapat dilihat pada table berikut :

A | Perencanaan Kinerja Bobot Nilai Capaian %

I | PERENCANAAN 10,00 9,25 9,25
STRATEGIS

a. | Pemenuhan Renstra 2,00 2,00 100

b. | Kualitas Renstra 5,00 5,00 100

¢. | Implementasi Resntra 3,00 2,25 75,00

I | PERENCANAAN 20,00 15,15 75,75
KINERJA TAHUNAN

a. | Pemenuhan Perencanaan 4,00 4,00 100

Kinerja Tahunan

b. | Kualitas Perencanaan 10,00 8,75 87,50
Konerja Tahunan

¢ | Implementasi Perencanaan 6,00 2,40 40.00
Kinerja tahunan

B | PENGUKIURAN 25,00 10,31 41,24
KINERJA

I | Pemenuhan Pengukuiran 5,00 3,75 75,00

I | Kualitas Pengukuran 12,50 5,63 45,04

IIl | Implementasi pengukuran 7,50 0.94 feaen

C | PELAPORAN KINERJA 15.00 7,65 51,00
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7 | Pemenuhan Pelaporan | T R 100
I |Penyajian  Informasi | 7.50| 46| 6184
Kinerja
T P ] EE—
Kinerja
D | EVALUASI INTERNAL | 10,00 0,23 02,30
I | Pemenuhan Evaluais %\206—“__—_-6—2_3—*/*—1_1—504
Il |Kualitas Evaluasi s .0
Il | Pemanfaatan Evaluasi 3,00 . 0 0
E | PENCAPAIAN 20,00 750 37,50
SASARAN/  KINERJA
ORGANISASI
I Kinerja yang dilaporkan ( 7,50 4,00 53,37
Output)
II | Kinerja yang dilaporkan 12,50 3,50 28,00
(OUTCOME)
HASIL EVALUASI 100 50,08 50,08
AKUNTABILITAS
KINERJA

Perjanjian Kinerja

. Pengertian Perjanjian kineja adalah lembar/dokurnen yang berisikan
penugasan dari pirnpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan prograrn/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui peganjian kinerja, terwyjudlah
kornitrnen penerirna arnanah dan kesepakatan antara penerirna dan pernberi
arnanah atas kineja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta surnber daya yang tersedia Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinefja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinega (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan

dari kegiatan tahune tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan Kkinerja setiap tahunnya.
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2.

a.

€.

Tujuan Penyusunan Penanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
Menciptakan tolok ukur kinefja secbagai dasar evaluasi kinerja
aparatur,

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah;

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3. Penyusunan Penanjian Kinerja

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja

Kementerian/Lembaga

Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga)
Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinena tingkat
Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan
Lembaga.

Pimpinan unit kerja (eselon I) Perjanjian Kinegja di tingkat unit kega
(Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pimpinan Satuan Kerja Perjanjian kinega di tingkat satuan
kerja ditandatangani oleh pirnpinan satuan kega dan pirnpinan unit kerja.
Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinetja Perjanjian Kinerja dapat direvisi
atau disesuaikan dalarn hal terjadi kondisi sebagai berikut:

+ Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

+ Perubahan dalam strategi yang mernpengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

+ Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran

+ Perubahan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran
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mengetahut  atau melihat keberhasilan  dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk
kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam kerangka perencanaan strategiss. Dengan melakukan evaluasi kinerja
diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif.  Dengan kata lain evaluasi kinera
merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dari
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program kera yang dilaksanakan
olehKecamatan Siatas Barita untuk mencapai tuyjuan organisasi sesuai dengan
Peganjian Kinena Kecamatan Siatas Barita sudah diuraikan Untuk Indeks
Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai 95.03 dari target 85 sehingga sudah
melebthi target. Hal ini karena adanya sumber daya manusia yang = Beberapa

faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan antara lain

. Faktor Internal

Ketersediaan anggaran Anggaran yang ada sangat mendukung dalam pelaksanaan
kegiatan, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan bisa dibiaya dengan anggaran
yang ada. Penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya

Kenasama antar pegawai dari pimpinan sampai dengan staf saling mendukung dan
bersinergi dalam melaksanakan kegiatan Dalam setiap kegiatan dibentuk tim kegiatan
sehingga kegiatan tidak dilaksanakan oleh seksi yang mengampu kegiatan, namun ada
kepasama tim kegiatan Dengan demikian kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu
Monitoring dan evaluasi hams dilakukan karena sebagai alat bagi pimpinan untuk
dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kega dan kendala apa yang
dihadapi sehingga segera dapat dicarikan solusi pemecahannya.

2 Faktor Ekstemal

Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan dari mulai
perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siatas Barita selalu
melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada dan lembaga lain yang ada Dengan
demikian kegiatan yang terkait dengan kegiatan kemasyarakatan bisa terlaksana dengan
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baik karena ada dukungan dan kerjasarna antara Pernerintah Kecarnatan Siatas
Barita dengan lernbaga kernasyarakatan yang ada

Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalarn kegiatan
yang sudah direncanakan, dari mulai perencanaan sarnpai dengan pelaksanaan
kegiatan Kecarnatan Siatas Barita juga selalu rnelibatkan rnasyarakat dalarn
kegiatan yang ada, misalnya seperti kegiatan seni budaya, kegiatan lansia,
Kecarnatan Siatas Barita rnenyadari bahwa partisipasi rnasyarakat sangat
dibutuhkan dalarn rnendukung setiap kegiatan yang rnernbutuhkan partisipasi

rnasyarakat.

¢ Kegagalan
» Kualitas Evaluasi Internal pada penilaian AKIP

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil penilaian AKIP
Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara kurang memuaskan
dikarenakan pada pelaporan Capaian kinerja Kantor Kecamatan Siatas Barita
masih kurang memenuhi tentang pemanfaatan informasi, Evaluasi internal
yang mencakup pemenuhan evaluasikualitas evaluasi dan pemanfaatan
evaluasi.

LKIP merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai
keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam mengelola sumber
daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Informasi
kinerja yang disajikan meliputi tingkat capaian sasaran yang
dikuantofikasikan dalam bentuk capaian indicator kinerja utama, capaian
indicator sasaran dan capaian indicator kegiatan. Hal terpenting diungkapkan
dalam LKIP selain kualitas capaian sasaran adalah akuntabilitas kinerja
yang menguraikan latar kebelakang dibalik keberhasilan dan kegagalannya.

» Perekaman e KTP

Kerusakan alat perekaman dan gangguan jaringan merupakan salah satu
kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan layanan perekaman e
KTP. Dari Pihak Kecamatan Siatas Barita telah mendesak instansi terkait
untuk melakukan perbaikan alat tersebut. Namun sampai sekarang alat
tersebut belum dilaksanakan perbaikan. Oleh karena ada Masyarakat yang
tidak memperhatikan tertib administrasi terkait KTP. Mereka tidak akan
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melakukan perekaman apabila KTP tersebut tidak dibutuhkan dengan sangat
mendesak.

Perekaman ¢ KTP merupakan perpanjangan tangan oleh Dinas Catatan sipil
dan kependudukan_ Sehingga perbaikannya juga harus dikoordinasikan
terhadap instanasi tersebut.

Lembaga Desa yang Aktif

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator yang felah ditetapkan dalam dokumen rencana
kerja.

Pengukuran  pencapaian  tingkat sasaran  Persentase @ Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif didasarkan pada
data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Kecamatan Siatas Barita sesuai tugas
pokok dan fungsi nya merupakan koordinasi pemberdayaan Masyarakat
Desa yang termasauk didalamnya adalah Lembaga Desa tidak memilihi

output untuk melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Desa.

3 Rekomendasi

>

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan perbaikan. Dalam LKIP
telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat
dilaksanakan, telah melakukan pementauan Rencana aksi guna mengendalikan
kinerja, telah memberikan alternatif perbaikan terhadap rencana aksi dan telah
membuat hasil evaluasi rencana aksi setiap periode.

LKIP juga telah melaksanakan evaluasi terhadap program dan hasil evaluasi
rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah Langkah nyata.
Perekaman e KTP yang tidak mencapai target Kinerja dikarenakan rusaknya alat
rekam yang ada di Kecamatan Siatas Barita. Dan sesuai tugas pokok dan
fungsinya Kecamatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
merupakaan Koordinasi. Dan itu Kecamatan telah melaporkan kerusakan dan
berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil.
Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat akan pentingnya tertib adminstrasi
kependudukan. Masyarakat lebih banyak melakukan perekaman e KTP apabila

ada kebutuhan yang mendesak.
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» Kelembagaan Desa yang aktif belum mencapai target. Sesuai tugas pokok dan
fungsinya bahwa Kecamatan hanya melakukan koordinasi di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk itu Pihak Kecamatan melakukan
koordinasi kepada Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diharapkan untuk tahun berikutnya, mengingat Perjanjian kinerja dapat dilakukan

perubahan maka Kecamatan Siatas Barita akan melakukan perubahan terhadap
Indikator Kinerja Utama.

Y. Efisiensi Sumber Daya

1.  Man (Manusia)

Man atau rnanusia merupakan model 5 m yang meryuk pada rnanusia sebagai tenaga
kerja untuk menentukan serta rnencapai sasaran rnelalui pernanfaatan surnber daya
manusia dan surnber daya lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien

berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai
dengan jadwal.

Terdapat tiga hal penting untuk mencapai tujuan, pernanfaatan sumberdaya untuk

mencapai tujuan, pengendalian atas kegiatan manusia, agar mereka menjalankan
tugasnya dengan benar.

2. Machines (Mesin)

Machines atau mesin meruyjuk pada mesin sebagai fasilitas/alat penunjang

kegiatan Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Mesin kantor merupakan salah satu peralatan kantor sebagai penunjang
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien. Perkembangan teknologi
yang semakin cepat, menuntut manusia untuk bekefja secara cepat pula.
Untuk menghadapi perkembangan tersebut,maka perlunya sarana yang
memadai dan bekerja dengan baik, bukan hanya itu tapi seorang sumber daya
manusia di dalam kantor itu sendiri hams memiliki skil/ yang digital yang

mampu mengoperasikan mesin-mesin  kantor yang semakin lama semakin
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penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan  kegiatan  yang  belum/tidak  tersedia anggarannya

dalam APBD/ APBD-Perubahan.

 Keadilan Anggaran Pemerintah  daerah  wajib mengalokasikan
penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh
seluruh  kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian

pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui

peran serta masyarakat.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya
dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan,
dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia
harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan
peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat.
« Disusun Dengan Pendekatan Kinegja APBD disusun dengan
pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja
(output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah
ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya
atau input yang telah ditetapkan. Selain  itu  harus  mampu
menumbuhkan profesionalisme kega di setiap organisasi ketja yang
terkait.

4. Method (Metode/Prosedur)

Yang keempat adalah method atau prosedur yang meryjuk pada
metode/prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatn Siatas
Barita. Prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah
pekerjaan  yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaim ana hal tersebut dilakukan,
bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan sapayang
melakukannyi. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bennacam-

macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian
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prosedur kerja dapat dirumuskan Sebagai serangkaian langkah pekerjaan yin g berhubungan

biusanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara

tertertu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting Analisis terhadap
prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-
hal kritis yang akan mempengaruhi kierhasilan organisasi perangkat daerah Aktivitas-aktivitas kritis
i pertu didokunktasikan dalam bentuk prosedur-prosedur dan selarjutnya memastikan bahwa
tungsie fungst - dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisas Prosedur kerja
merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tyuanorganisasi sebab prosedur
yang lebih baik
mengenal apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebutdilakukan mengakibatkan penghematan

memberikan beberapa keuntungan antara lain - memberikampengawasan

dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-
bagian yang berainan Dalam menyusun suatu prosedurkerja, terdapat beberapa prinsip yang harus
diperhatikan yaitu

1) Prosedurkerja harus sederhanaséi nggamengurangi beban pengawasar;

2)Spesialisasi hams dipergunakansebaik-baiknya;

3 )Pencegahan penulisan, gerakandanusaha yang tidak perlu;

4)Berusaha mendapatkan arus peker jaan yang sebaik-baiknya;

5)Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan;

6)Harus adapengecualian yang seminimur-minimurya terhadap petaturan;

7)Mencegah adanya pemeriksaanyang tidak perfu;

8)Prosedurhams fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah;

9)Pembagian tugas tepat; ' '
10)Memberikan pengawasan yang ternsmenerus atas pekerjaan yang dilakukan;

11)Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan ymg sebaik-baknya;

12)Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan denganmemperhatikan
tujuan;

13 )Pekerjaan tatausahaharus diselenggarakan sampai yang minimum;

14 )Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya

Tingkat Efisiensi Sumberdaya

No Sasaran Jumlah Ratarata | Persentase Tingkat
Strategis indikator capaian Realisasi Efisiensi
kinerja Anggaran
sasaran
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& Analisis Program /kegiatan yang menjunjang pencapaian kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinefja dilakukan analisis

pencapaian kinega untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinefa yang diharapkan.

Dalam laporan ini,Kecamatan Siatas Barita dapat memberikan ~gambaran
penilaian  tingkat  pencapaian  target kegiatan  dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masings masing indikator kinefja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kera Tahun 2022. Sesuai
ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuaidengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visiinstansi pemerintah.

Pelaporan  Kinerja ini didasarkan pada  Peganjian  Kinerja
Kecamatan Siatas Barita Tahun 2022 dan Indikator Kinega Utama Kecamatan
Siatas Barita telah ditetapkan sasaran strategis meningkatnya tata Kelola pemerintahan kecamatan
dengan empat Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai IKM Kecamatan; Persentase Sinergitas Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan; Persentase Pengaduan Masyarakata yang ditindaklanjuti; Persentase Perencanaan,
Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan,

Selanjutnya pengukuran kinefja terhadap indikator kinega yang telah
dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada

indikator sasaran dari 3 sasaran dan 9 indikator kinerja sebagaimana telah
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1. Nilai IKM Kecamatan

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara
memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan
perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah
pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal
ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut
melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat mengetahui informasi pengguna layanan

yang terdiri dari :

1. Profil pengguna layanan,
2. Persepsi pengguna layanan, dan,

3. Keluhan, saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan
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ioman sebel
p‘»‘d“‘m n sebe umnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei

(epuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya

gpandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya

schingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk

Jilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman

\ane Jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

1 Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk

cukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan

1s penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

Mendorong partisipast masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi
lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri

dar1 9 unsur yang terdiri dari :

N

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besamnya
ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan
hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
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. Nilai AKIP Kecamatan

pahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas
«inerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
\paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu di ganti agar dapat
nengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya
remajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi
ustem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyesuaian tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas
masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi
pemerntah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
sebagaimana Pasal 2 adalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

» menilai tingkat implementasi SAKIP;
» menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
» memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

» memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri , penyampaian laporan evaluasi dapat dilakukan
melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) dan Pemerintah daerah dapat

menggunakan instrumen evaluasi AKIP internal berbasis elektronik dalam melaksanakan

evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Untuk Nilai AKIP Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022 memperoleh Nilai CC
dari Target BB. Hal ini menandakan bahwa target Kinerja Kecamatan Siatas Barita belum
tercapai. Nilai AKIP Kecamatn Siatas Barita dapat dilihat pada table berikut :
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\ | Perencanaan Kinerja Bobot Nilai Capaian %
. | PERENCANAAN 10,00 9,25 925
STRATEGIS
2. | Pemenuhan Renstra 2,00 2,00 100
b. | Kualitas Renstra 5,00 5,00 100
¢. | Implementasi Resntra 3,00 et 75,00 |
[l | PERENCANAAN 20,00 15,15 75,75
KINERJA TAHUNAN
a. | Pemenuhan Perencanaan 4,00 4,00 100
| Kinerja Tahunan
b. | Kualitas Perencanaan 10,00 8,75 87,50
Konerja Tahunan
‘¢ | Implementasi Perencanaan 6,00 2,40 40.00
Kinerja tahunan
B | PENGUKIURAN 25,00 10,31 41,24
L‘ KINERJA
I Pemenuhan Pengukuiran 5,00 375 75,00
II' | Kualitas Pengukuran 12,50 5,63 45,04 |
IIT | Implementasi pengukuran 7,50 0.94 12,53
C | PELAPORAN KINERJA 15.00 7,65 51,00
I Pemenuhan Pelaporan 3,00 3,00 100
' II | Penyajian Informasi 7,50 4,64 61,84
Kinerja
I | Pemanfaatan  Informasi 4,50 0 0
Kinerja
‘D | EVALUASI INTERNAL 10,00 0,23 02,30
1| Pemenuhan Evaluais 2,00 0,23 11,50
I | Kualitas Evaluasi 5,00 0 0
I | Pemanfaatan Evaluasi 3,00 0 0
| PENCAPAIAN 20,00 7,50 37,50
SASARAN/  KINERJA
ORGANISASI
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u»/—«m& %t hﬁ&wmh& 53,33
Output)

| Kinerja yang dilaporkan 12,50 | 350 T TG
(OUTCOME) : ’

| HASIL EVALUASI 100 50,08 50,08
AKUNTABILITAS
KINERJA |

5 Tingkat Capaian Kinerja terhadap Kinerja Nasional

Visi Presiden Indonesia Terujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. RPJPN 2005 — 2025, Visi Indonesia

2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020~
2024 . Mist:

NS WA e e

oo

Peningkatan Kualitas Manusia Inonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

warga

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dengan 7 agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untukM engurangi Kesenjangan dan menjamin

pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

w

“oa

Pelayanan Dasa
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3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan

kegiatan, dalam  rangka  mencapai target kinega yang ingin dicapai

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah
o0

Kabupaten Tapanuli Utara pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA) Kecamatan Siatas Baritasenilai Rp. 1.863.244.418,- dengan realisasi

anggaran Rp. 1.840.249.128,-,- ataudengan serapan dana APBD mencapai

98,77 % . seperti dijelaskan pada tabel berikut;
Tabel 3.6.
j i Barita Tahun
ian Belanja Kecamatan Siatas
fhicen Anggaran 2022
URAIA JUMLAH REALISASI PERSENTASE
: (Rp) (Rp)
El ja Daerah 1.863.244.418,- 1.840.249.128 gz;z
MB*elanJ:O erasi 1.860.244.418,- 1.837.249.128,- 99:25
n -
BZl:nJ'a P:gawai 1.570.319.568 - 1.558.600.5:3, B2
Belan]"a Barang dan 289.924.850,- 278.648.280,- ;
J - 100
EBaSra WP, 3.000.000 3.000.000,
L bClanja
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